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KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Nomor: 89/Kpts/0T.080/H.1.1/06/2025

TENTANG

PENETAPAN MATRIK IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi
dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
perlu dicegah terjadinya benturan kepentingan di Balai
Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil
Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Penetapan
Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan Balai Pengelola
Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistim Pengendalian Intern Pemerintah;

Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
78/Permentan/0T.140/12/2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik
Lingkup Kementerian Pertanian;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Peraturan Menteri Pertanian No. 77 /Permentan/OT.140/
8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan
Kementerian Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/
KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian,
Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator
dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian;

Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian Nomor
2115/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Ketua Kelompok
Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan
dan Modernisasi Pertanian;

Surat Keputusan Balai Informasi Standar Instrumen
Pertanian Nomor 72/Kpts/OT.080/H.1.1/01/2025
tentang Penetapan Matriks Identifikasi Benturan
Kepentingan Balai Informasi Standar Instrumen
Pertanian Tahun Anggaran 2025;

Surat Keputusan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan
Modernisasi Pertanian Nomor 88/Kpts/OT.080
/H.1.1/05/2025 tentang Tim Penanganan Benturan
Kepentingan pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan
Modernisasi Pertanian Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN MATRIK
IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN BALAI PENGELOLA
HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025

Menetapkan Matriks Identifikasi Benturan Kepentingan Balai
Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;

Matriks Identifikasi Benturan Kepentingan Balai Pengelola Hasil
Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU tersebut dalam Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;



KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bogor
: 2 Juni 2025

e\ Ve
e -‘AQMI,;UGI AR o
S SUNIP-197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian:
Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor.
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